
  

 

 
 

 

 

  

Kepada YTH 

 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor Urut 1  

(Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. dan Dr. H. Hengky Yasin, S. Sos., M.M.) 

 

di - 

Takalar 

 

 

A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang;  

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara 

Terstruktur, Sistematis, dan Masif; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

WalikotaTahun 2024; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota. 

 

B. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 

Tahun 2024,  diatur sebagai berikut: 

 

 Nomor : 0144/PM.00.02/K.SN-18/09/2024   25 September 2024 

 Sifat : Segera   

 Lampiran : -  

 Hal : Imbauan Pada Tahapan Kampanye  

 



  

 

 
 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

UndangBahwa definisi mengenai Kampanye pemilihan umum diatur pada Bab I 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye 

Pemilihan Umum yaitu: 

Pasal 69 

Dalam Kampanye dilarang:  

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil 

Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, 

dan/atau Partai Politik;*)  

c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai 

Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;  

d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan 

kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;  

e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;  

f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih 

kekuasaan dari pemerintahan yang sah;  

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;  

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  

i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;  

j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan 

di jalan raya; dan/atau  

k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

Pasal 72 

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf 

a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf 

i dan huruf j, dikenai sanksi:  

a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau  

b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di 

seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan 

yang berpotensi menyebar ke daerah lain. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap 

pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan KPU. 

Pasal 187 

(1)  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu 

yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk 

masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima 

belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit 

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah).  

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan 

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling 

sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak 

Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).  

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan 

Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 

huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan 74 pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 

sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah).  

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau 

mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 

sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).  

(5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye 

dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 

ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar 

dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh UndangUndang 
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ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling 

lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu 

juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

(8) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan 

kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke 

kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan 

dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) 

kali dari jumlah sumbangan yang diterima. 

 

C. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau 

kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor Urut 

1 (Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. dan Dr. H. Hengky Yasin, S. Sos., 

M.M.) untuk menaati dan mematuhi ketentuan sebagaimana telah dimaksud di atas, 

demi terselenggaranya Pemilihan yang Demokratis. 

 

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan 

kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

          
 
 
 
 
 

       
 
 
Tembusan: 

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan. 
2. Arsip. 
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